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ANALISIS PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA  (RPJMDes) TAHUN 2015-2018, DESA BANDUR PICAK  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
KABUPATEN KAMPAR 
 
ABSTRAK 
 
Suci Nur Aida 
11575204541 
 
Pelaksanaan program pembangunan merupakan upaya untuk meningkatakan 
kesejahteraan masyarakat yang di tandai dengan peningkatan standar hidup 
(standar of living). Berdasarkan data yang di temukan pada pelaksanaan 
Program pembangunan Desa di Desa Bandur Picak kecamatan Koto Kampar 
Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2015-2017 terdapat 8 program kerja 
pemerintah desa yang terlaksana  dan 5 progam kerja yang tidak terlaksana. 
Artinya, perlunya peningkatan pemerintah dalam pembangunan karena belum 
maksimalnya pelaksanaan pembangunan di desa Bandur Picak. Tujuan penilitan 
ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Pembangunan di Desa 
Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan 
menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini indicator yang 
digunakan adalah Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Operasional 
Pemerintahan Desa, Pelayanan Dasar Kesehatan. Indikator ini diambil Undang-
undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Informan dalam penelitian ini adalah 
kepala Desa, Kaur Pembangunan, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat 
Desa Bandur Picak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
program Pembanggunan di Desa Bandur Picak sudah cukup baik namun belum 
optimal. 
 
Kata kunci: Pelaksanaan program, Proses, Kesejahteraan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang  
Indonesia adalah sebuah  Negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu 
pulau dan sedikit daratan, dengan Daerah yang banyak, maka pemerintah 
memberikan hak otonomi yang kita kenal dengan Otonomi daerah. Pemberlakuan 
sistem penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam Otonomi sudah sangat lama, 
yaitu sejak tahun 2001 (menggunakan UU No.22/ 1999 tentang Pemerintah 
Daerah) dan pada tahun 2004 (menggunakan UU No.32/ 2004 sebagai revisi 
Undang-undangsebelumnya ) sampai sekarang.  
Berdasarkan pada Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan 
Peraturan Bupati Kampar No 20 Tahun 2017 Tentang kewenangan desa untuk 
melaksanakan urusan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam pasal 1 peraturan 
Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar 
3. KPemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau 
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kampar 
5. Bupati adalah Bupati kampar 
6. Camat adalah Pimpinan satuan kerja Perangksat Daerah Kecamatan 
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten 
Kampar 
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8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat, hak asal- usul dan atau  hak tradisional yang di akui dan di hormati 
dalam sistem pemrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di 
bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa. 
10. Kewenangan desa adalah Kewenangan yang di miliki desa meliputi 
kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan local yang berskala Desa, 
Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang di tugaskan oleh 
pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
Wilayah berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan  
pembangunan desa, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang 
Desa,  Desa adalah kesatuan masyarakat dan hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul  
dan hak tradisional yang di hormati dan di akui dalam sistem pemerintahan 
Negara. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemeberdayaan 
masyarakat. 
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Di dalam UU Desa pasal 80 tentang pembangunan  desa di sebutkan 
prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa di rumuskan 
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyaraakat desa : 
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar 
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan 
kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia 
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk tujuan ekonomi 
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan 
kebutuhan masyarakat desa. 
Desa Bandur Picak adalah salah suatu desa yang merupakan suatu wilayah 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Desa Bandur Picak ini 
merupakan salah satu desa yang merasakan dampak dari PLTA Koto Panjang, 
desa Bandurpicak ini dulunya hanya suatu lingkungan yang dipimpin oleh ketua 
Rukun Tetangga (RT) yang merupakan wilayah dari desa Sibiruang. Pada tahun 
1996 parah tokoh Masyarakat  atau ninik  mamak dan masyarakat lainnya 
mengadakan musyawarah yang menciptakan suatu keputusan yaitu untuk 
membangun sebuah desa. Para tokoh masyarakat berjuang dengan sungguh-
sungguh selama lebih kurang dua tahun namun perjuangan mereka tidaklah sia-
sia, pada tahun 1998 perjuangan telah membuahkan hasil yang memuaskan, 
pemerintah desa, provinsi dan pusat menyetujui Bandur picak menjadi sebuah 
desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk langsung oleh 
masyarakat yaitu bapak Syafril Arif.  
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  Pada pemerintahan saudara Syafril Arif tersebut kegiatan desa digunakan 
untuk menata dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Pada masa itu 
masyarakat Bandur picak lebih kurang 75% bergantung pada perkebunan gambir, 
kemudian masyarakat secara berangsur dan mulai berfikir untuk masa depan dan 
memulai untuk menciptakan pekerjaan yang lanin yaitu bertani kebun karet dan 
kelapa sawit. Pada akhir tahun 2013 diadakan pemilihan kepala desa ke tiga 
dengan calonnya adalah Syariban, Tamsil, Lazadri, dan Ahmat Tibri dengan 
perolehan suara 55% dari seluruh suara sah di menangkan oleh bapak Tamsil. 
Program desa diawali dari musyawarah desa yang di hadiri oleh tokoh-
tokoh masyrakat, tokoh agama, Rt/Rw, pemerintahan Desa beserta BPD dalam 
rangka penggalian gagasan untuk di bahas dan di sepakati. Dari penggalian 
gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan 
apa yang aan diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan 
masyarakat bisa tertampung. 
Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu pemerintah 
desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, 
penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, 
partisipasi masyarakat, operasional pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat 
di desa, partisipasi masyarakat, operasional pemerintahan desa, 
Arah pengelolaan pendapatan desa adalah pendapatan desa yang 
bersumber dari APB Des, dana pemerintah, pajak yang dipungut oleh kepala 
dusun dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan wilayahnya masing-masing 
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kemudian disetorkan dan di kumpulkan ke kepala desa, pendapatan pemrintahan 
di kelola oleh bendahara desa. 
Potensi desa Bandur Picak ini sangat bagus seperti banyaknya lahan 
kosong, anak sungai, sungai besar, rawa, sawah, perkebunan, objek wisata, hutan, 
perbukitan yang  pada saat ini belum di manfaatkan secara maksimal. Sumber 
daya manusia yang dimiliki Desa Bandur Picak adalah banyaknya lembaga-
lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, 
Arisan, Kelompok simpan pinjamm, Posyandu, Pemuda, PKK dan lain-lainnya. 
Sumber daya ekonomi yang dimiliki desa Bandur Picak adalah adanya 
lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan, 
perikanan, kebun kelapa sawit yang bermitrakan perusahaan. Adapun keadaan 
ekonomi desa Bandur Picak yaitu: 
Adapun Sumber ekonomi desa Bandur Picak Ini terdiri dari : 
1. Bidang pertaniannya terdiri dari :  
Padi Sawah dan Padi Ladang (125 H), Jagung (3 H), Palawija (35 H), 
Coklat  (35 H),  
2. Bidang Perkebunan 
Kelapa sawit pola KKPA (1000 H), Kebun Kelapa Sawit (850 H ). Karet 
(1200 H), Cabe ( 3 Ha ), Gambir (40 ha). 
3. Bidang Peternakan 
Kambing sebanyak kurang lebih :(125 ekor), sapi (110 ekor), kerbau (25 
ekor), ayam (800 ekor ), Itik (120 ekor), Burung (27 ekor). 
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Perekonomian masyarakat Desa Bandur Picak sudah Mulai Produktif 
karena pemerintah Desa menyarankan berpindah dari yang awalnya berkebun 
karet mendajadi berkebun gambir dan sawit, berkebun sawit dan gambir ini jauh 
lebih menguntungkan dari kebun karet. Pada awal penanaman bibit sawit ini, di 
daerah sekitar nya bisa di tananami tanaman gambir, selain bisa lebih 
menguntungkan gambir akan bisa di panen menjelang kelapa sawit ini ber buah. 
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana bahwa berwenang 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam ssitem pemerintahan nasional 
dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai  
perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi serta demokrasi yang 
berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai rencana pembangunan.  
Tabel 1.1 Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Bandur picak 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2015-2018 
 
No 
 
 
Bidang / 
Program 
 
 
 
Lokasi 
 
 
Sasaran dan manfaat 
Biaya dan Sumber biaya 
 
      
    Jumlah 
 
Sumber 
1 2 3 4 6 7 
1 Operasiona
l Peerintah 
Desa 
Desa 
Bandur 
Picak 
Kelancaran 
Pelaksanaan Tugas, 
Lancarnya Roda 
Pemerintah Desa, 
Pendapatkan Informasi 
Terbaru 
Rp 248.550,000 APBD 
2 Intensif RT 
dan RW 
Desa 
Bandur 
Meningkatkan 
Kesejahteraan RT dan 
Rp 96.000,000 APBD 
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Picak RW 
3 Lembaga 
Kemasyara
katan Desa 
Desa 
Bandur 
Picak 
Meningkatkan 
Kesejahteraan 
perempuan, ibu, dan 
anak. 
Meningkatkan 
pendaptan guru tk dan 
guru bacaan Alqur’an 
Meningkatkan kinerja 
LPM, KPM, LIMAS. 
Meningkatkan kinerja 
karang taruna. 
 
Rp 52.600,000 APBD 
4 Tunjangan 
dan 
Operasiona
l BPD 
Desa 
Bandur 
Picak 
Meningkatkan 
Kesejahteraan BPD. 
ADM Perkantoran 
lancar. 
Pemdes berjalan 
lancar. 
Peningkatan Kinerja 
Pemdes 
Rp 41.150,000 APBD 
5 Operasiona
l Pemdes 
Desa 
Bandur 
Picak 
Lancarnya roda 
Pemdes. 
Dapat di gunakan 
sesuai fungsinya. 
Kelancaran 
Pelaksanaan Tugas. 
Berjalannya 
Organisasi Secara 
Lancar. 
Surat Sampai pada 
Waktunya. 
Kelancaran 
Transportasi. 
Tersajinya data secara 
Lengkap 
Rp 146.090,000 APBD 
6. Pelayanan 
Dasar 
Kesehatan 
Desa 
Bandur 
Picak 
Mencegah Penyakit 
malaria. 
Untuk Meningkakan 
Gizi masyarakat 
Rp 96.900,000 APBD 
7. Program 
Penunjang 
Hari Besar 
Desa 
Bandur 
picak 
Meningkatkan 
Nasionalisme NKRI. 
Meningkatkan 
Keimanan Masyarakat. 
Rp 14.500,000 APBD 
8. Program 
Peningkata
n Kapasitas 
Aparatur 
desa 
Desa 
Bandur 
Picak 
Menyusun Perdes 
dengan benar. 
Biaya Kesejahteraan 
TIM. 
Mampu menyusun 
RPJMDes, RKPDesa 
 APBD 
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dan APBDesa. 
Mampu Mengisi Buku 
adminstrasi dengan 
Benar. 
9. Program 
Pelayanan 
Dasar 
Infrastrukt
ur 
Desa 
Bandur 
Picak 
Mengurangi Banjir. 
Memperlancar Jual 
Beli. 
Menjaga Keamanan. 
Memperlancar 
Transportasi 
Menunjung 
Pendidikan 
Rp 5.454000000 APBDe
s APBD 
Kab. 
APBD 
Prov 
10. Program 
Kebutuhan 
Primer 
Papan 
Desa 
Bandur 
Picak 
Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
Rp 890,000,000 APBD 
Prov 
11. Program 
ekonomi 
Produktif 
Desa 
Bandur 
Picak 
Meningkatkan Hasil 
Perkebunan. 
Meningkatkan 
ekonomi. 
Menambah 
Pendapatan ekonomi. 
Rp 3.454000000 APBD 
KAB. 
 
 
12 Program 
Dana 
Bergulir 
Desa 
Bandur 
Picak 
Menambah Modal 
Usaha 
Rp 
1.350.000,000 
PNPM-
MPd 
13 Pembinaan 
Kemasyara
katan 
Desa 
Bandur 
Picak 
Meningkatkan Kinerja 
LPM, Meningkatkan 
Keamanan, 
Meningkatkan 
Kesehatan 
Masyarakat, 
Meningkatkan 
Kegiatan Keagamaan 
Rp 300.000.000 APBD 
Prov 
Sumber: Kantor Desa Bandur |Picak Tahun 2019 
 
 Berdsarkan Tabel 1.1 Terlihat bahwa pelaksanaan anggaran dana desa 
dalam  pembangunan ekonomi desa yang di dominasi oleh program- program 
pembangunan fisik. Selanjutnya terdapat dari beberapa rencana dari rencana 
kegiatan pembangunan Desa. 
 Berdasarkan dapat dilihat bahwa dari beberapa jenis kegiatan masih 
banyak rencana kerja pemerintah yang belum terlaksana. Mayoritas progam yang 
tidak terlaksana adalah orogram yang bersifat non fisik. Fokus pembangunan di 
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Desa Bandur Picak ini adalah infrastruktur jalan, sarana dan prasarana dan 
pemberdayaan masyarakat. 
Program pembangunan Desa Bandur Picak ini merupakan rencana strategis 
desa Bandur Picak untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Program 
pembangunan desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang 
akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat 
dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang 
memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan program 
pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 
(good government) seperti partisipasif, transparandan akuntabilitas. 
Program pembangunan desa Bandur Picak ini adalah dokumen 
perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan 
pembangunan oleh instansi teknis yang utama, baik ditingkat pemerintah daerah 
kabupaten, provinsi maupun nasional yang selanjutnya dapat mewujudkan 
pembangunan yang lebih baik, efektif effisiensi yang secara lansung dan 
mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. 
Adapun tujuan di adakannya pembangunan adalah “membuat suatu 
dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan 
desa, strategi pembangunan desa, sasaran–sasaran strategis yang ingin di capai 
selama enam tahun kedepan. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan 
program pembangunan desa selama enam tahun ke depan”. Menjadi landasan bagi 
penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD 
Kabupaten, APBD provinsi serta APBN. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi 
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pembangunan yang akan datang. Sebagai media informasi dan juga pengukuran 
kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu 
lima tahun ke depan. 
Peraturan  Menteri dalam negri No.67 Tahun 2007 tentang pendataan 
program pembangunan Desa,  Ini melaksanakan beberapa Program yaitu :Belanja 
Kades dan Perangkat Desa, Program Pelayanan Dasar Kesehatan, Program 
Penunjang Hari Besar, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur desa, Program 
Pelayanan Dasar Infrastruktur, Program Kebutuhan Primer dan Papan, Program 
ekonomi Produktif, Program Dana Bergulir, Program Pendidikan. 
Tabel 1.2 program Pembangunan Desa Bandur Picak Tahun 2015 
No Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan Keterangan 
Jumlah (RP) Sumber 
1 Pembangunan boxvluvert 150.000.000  APBD Kab Terlaksana 
2 Bantuan bibit Sawit 900.0000 APBD Kab Terlaksana 
3 Pengaspalan Hotmix 1.400.000.000 APBD Kab Belum Optimal 
4. Pembangunan Lumbung Desa 50.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 
5 Pembangunan rumah layak huni 640.000.000 APBD Des Terlaksana 
6 Bantuan Bibit Karet 40.000.000 APBD Des Terlaksana 
7 Pembuatan sumur bor 120.000.000  APBD Des Terlaksana 
8 Pembangunan Jembatan Gantung 150.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 
9 Pembangunan Gedung PAUD 170 .000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 
Sumber: Kantor Desa Bandur |Picak Tahun 2019 
 
Tabel 1.3 program Pembangunan Desa Bandur Picak Tahun 2016 
No            Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan Keterangan 
Jumlah (RP) Sumber 
1 Pengaspalan Lapen 500.000.000  APBD Des Terlaksana 
2 Pembukaan Jalan baru 250.000.000 APBD Des Terlaksana 
3 Pembangunan drainase type s3 & s4 300.000.000 APBD Des Terlaksana 
4. Pembangunan Jembatan 50.000.000 APBD Des Terlaksana 
5 Pembangunan TPA 150.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 
6 Pembangunan Poskambling 30.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 
7 Rehab Lapangan Bola 35.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 
8 Pembangunan DAM penahan tanah 1.200,0000  APBD Des Belum Optimal 
Sumber: Kantor Desa Bandur |Picak Tahun 2019 
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Tabel 1.4 Program Pembangunan Desa Bandur Picak Tahun 2017 
No Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan Keterangan 
Jumlah (RP) Sumber 
1 Penambaan Ruang kelas Baru 4500.000.000  APBD Des Belum Optimal 
2 Pembangunan Rumah layak Huni 640.000.000 APBD Des Terlaksana 
3 Pengadaan sapi Ternak 600.000.000 APBD Des Terlaksana 
4. Pengadaan kambing/ayam ternak 900.000.000 APBD Des Terlaksana 
5 Peremajaan Kelapa Sawit 900.000.000 APBD Des  Terlaksana 
6 Peremajaan Kelapa Karet 900.000.000 APBD Des  Terlaksana 
7 Kegiatan imunisasi balita 20.000.000  APBD Des  Terlaksana 
8 Bantuan Alat Kesehatan 150.000.000  APBD Des  Tidak Terlaksana 
Sumber: Kantor Desa Bandur |Picak Tahun 2019 
 
Tabel 1.5 Program Pembangunan Desa Bandur Picak Tahun 2018 
No Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan Keterangan 
Jumlah (RP) Sumber 
1 Pembangunan Kantor Desa 90.000.000  APBD Desa 
dan Kab 
Terlaksana 
2 Pembangunan Sarana Olahraga 60.000.000 APBD Des Terlaksana 
3 Rehab Mushollah 40.000.000 APBD Des Terlaksana 
4. Pembuatan los ikan di pasar 190.000.000 APBD Des Terlaksana 
5 Pembangunan pagar Kuburan 455.000.000 APBD Des  Terlaksana 
6 Pengadaan irigasi 500.000.000 APBD Des  Terlaksana 
 7 Pembangunan Polindes 175.000.000 APBD des  Terlaksana 
8 Pembangunan Rabat Beton 350.000.000 APBD des  Tidak Terlaksana 
Sumber: Kantor Desa Bandur |Picak Tahun 2019 
  
Dari Penjelasan tentang beberapa  pelaksanaan program pembangunan  
desa di sebutkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa. 
Berdasarkan obserpasi sementara penulis mengenai program 
pembangunan didesa Bandur Picak, bahwa bapak suhailis mengatakan : 
“Sebenarnya pembangunan pada desa Bandur Picak ini programnya 
sudah berdasrkan peraturan, namun dalam pelaksanaannya, saya lihat dari 
program pembangunan, yaitu pembangunan insfratruktur desa seperti jalan, 
lampu jalan, pos kamling di Desa bandur Picak belum terealisasi secara 
signifikan”. 
Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan  
Tahun 2015-2018 di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu 
Kabupaten Kampar”. 
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1.2  Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini agar mudah di pahamai adalah: 
a. Bagaimana pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2015-2018, Desa 
Bandur Picak ? 
b. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 
2015-2018, Desa Bandur Picak 
1.3 Tujuan Penelitian 
a. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan Program Pembangunan 
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 
b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi oleh pemerintah Desa 
dalam pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Bandur Picak 
1.4 Manfaat Penilitian 
1.4.1 Untuk Lembaga 
Untuk dapat bermanfaat bagi Pengembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya. 
1.4.2 Untuk objek penlitian 
Dapat memberikan bahan masukan kepada Desa Bandur picak dalam 
meningkatkan Pembangunan desa Bandur Picak 
1.4.3 Untuk diri sendiri 
Untuk Mengembangkan wawasan berfikir penulis dalam 
menerapkan hasil pendidikan yang di peroleh di kampus UINSUSKA 
1.5 Sistematika Penulisan 
Bab I  : Pendahuluan 
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Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, serta sistematika penelitian. 
Bab II  : Telaah Pustaka 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung 
penulisan, pada akhir bab ini akan di uraikan juga kerangka 
pemikiran, konsep operasional dan operasional variable 
penelitian, teknik pengukuran dan hipotesis. 
Bab III : Metodologi Penelitian 
Bab ini merupakan yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi 
penelitian yang, jenis dan sumber data, populasi dan 
sampel,teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. 
Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian 
Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi 
penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografis, struktur 
organisasi, dan uraian tugas sub-sub bagian 
Bab V  : Pembahasan hasil Penelitian 
Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang 
Bagaimana perkembangan  program  pertanian  berskala produktif 
yang ada di desa Bandur Picak 
VI  : Penutup  
Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 
kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang di 
perlukan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1  Konsep Desa 
 Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang 
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran dari perspektif geografis. Desa 
juga berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, 
negri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan 
kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Desa dan pedesaan sering 
dikatakan dengan pengertian rural dan village yang di bandingkan dengan kota 
(city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu 
kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merajuk pada satuan 
wilayah administrasi atau territorial (Nurman,2015). 
Desa menurut H.A.W widjajah (2003) dalam  bukunya yang berjudul 
“otonomi desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 
istimewah.  Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Sutarjo Kartohadikusumo (1953) desa merupakan kesatuan hukum tempat 
tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 
merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. 
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Paul H Landis (2004) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah 
penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai beerikut: 
a. mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa 
b. ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan 
c. cara berusaha (ekonomi) aadalah agraris yang paling umum yang sangat di 
pengaruhi alam sekitar spereti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, 
sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. 
Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah 
mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di 
hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Indonesia (UU No 32 tahun 
2004tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 12). 
Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah  No 72 Tahun 2005 tentang desa yaitu: 
a. menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasrkan hak asal-
usul desa. 
b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota  yang di serahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 
pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 
masyarakat. 
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten atau kota. 
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d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 
diserahkan kepada desa. 
Jadi desa adalah suatu wilayah yang tinggal olehsejumlah orang yang saling 
mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, 
dan mempunyai tata cara tersendiridalam mengatur kehidupan 
kemasyarakatannya. 
2.2  Pembangunan  
Defenisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek, adri 
aspek aktivitas Conyers  (1964;5) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan 
hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai 
bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna 
mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa yang 
akan dating.  
Dari aspek substansi, pembangunan adalah penetapan tujuan dan 
penetapan alternative tindakan, seperti pernyataan dari WidjojoNitisastro (1963) 
yang selengkapnya sebagai berikut; pembangunan ini pada asasnya berkisar pada 
dua hal, yang pertama dalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan 
konkrit yang hendak di capai dalam dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-
nilai yang dimiliki oleh masyrakat yang bersangkutan. Yang kedua dalah pilihan 
diantara cara-cara alternative serta rasional guna unyuk mencapai tujuan-tujuan 
tersebut. 
Hal yang sama dinyatakan oleh mayer (1985:4) bahwa perumusan tujuan 
dan perancangan alternative tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling 
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dominan dalam perencanaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah  
seperti disampaikan oleh Abe (2001)adalah dalam rangka menjawab kebutuhan 
masyrakat untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Munir (2002: 41) berdasrkan 
jangka waktunya, perencanaan dpat dibagi menjadi : 
a. perencanaan jangka panjang biasnya mempunyai rentang waktu antara 10 
sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biro 
pembangunan yang harus dilaksankan dalam jangka waktu yang panjang. 
b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 
sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menegah walaupun masih umu, 
tetapi sasaran-sasaran dalam kelopmpok besar ( sasaran sektoral) sudah dapat 
di proyeksikan dengan jelas. 
c. Perencanaan jangka pendek mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya di 
sebut juga dengan rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan 
rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek 
biasanya lebih akurat. 
Dari beberapa defenisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang 
perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai proses penyusunan 
rencana yang mempunyai rentang waktu lima tahun yang merupakan rencana 
operasional dari rencana jangka panjang dan menegah yang berisi langkah-
langkah penempatan tujuan serta, pemilihan kebijakan/program /kegiatan untuk 
menjawab kebutuhan masyarakat setempat 
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2.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Pembangunan Desa 
Yang dimaksud dengan  Pembangunan adalah dokumen  yang keuangan 
Desa, kebijakan membuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan 
umum, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. 
Selanjutnya yang dimaksut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang 
selanjutnya yang disingkat dengan (RKPDesa) adalah dokumen untuk 
perencanaan untuk priode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa 
yang membuat rancangan karangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan 
karangka pembinaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan 
RPJMDesa. 
Menurut Taliziduhu Ndraha (2003: 56) keberhasilan pembangunan pada 
masyarakat Desa dapat dilihat dari : 
a. Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas. 
b. Waktu pelaksananya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir. 
c. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Menurut Gibson agar perencanaan pembangunan berjalan dengan lancar 
harus memiliki misi, tujuan dan sasaran. Disini penulis akan menjelaskan satu 
persatu definisi tersebut yang dikemukakan oleh Gibson. 
1.  Misi adalah tujuan akhir suatu organisasi. 
2. Tujuan adalah kondisi atau keadaan jangka panjang, yang bila dicapai    
akan membantu misi organisasi. 
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3. Sasaran rencana prestasi yang akan dicapai dalam jangka pendek, biasanya 
satu tahun. 
2.4  Konsep Otonomi Desa 
Widjaja (2003: 165 ) menyatakan bahwa otonomi desa merupakanotonomi 
asli yang, bulat, utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. 
Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang di miliki 
oleh desa tersebut. Sebagai kekuatan masyarakat hukum yang mempunyai 
susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum 
baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta 
dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.  
Pengakuan otonomi  di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan 
sebagai berikut: 
a. Otonomi desa di klasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh 
pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakt desa kepada “kemurahan hati” 
pemerintah dapat semakin berkurang. 
b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediaka 
laatau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan. 
Jadi otonomi desa merupakan hak wewnang dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat 
untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan 
pemerintahan berdasrkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang 
pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 
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2.5 Pembangunan Desa 
Berdasarkan undanng-undang republic Indonesia nomor 6 Tahun 2014 
Tentang desa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan 
desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan memiliki pperanan 
penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyaratnya basis 
dan ekonomi, politik, social budaya, dan pertahanan keamanan. Pembangunan 
desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah terutama dalam memberikan 
bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan,dan pengawasan agar dapat di 
tingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha manaikan taraf hidup dan 
kesejahteraannya. 
Dalam Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 Pasal 78 Menjabarkan Tujuan 
pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan Melalui pemenuhan 
Kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pemngembangan 
potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. 
Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 
mewujudkan pengarusutamaan perdamian dan keadilan social. 
Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah Upaya 
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peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahaapan 
kegiatan yang di selenggarakan oleh Pemerintahan Desa dengan melibatkan 
Badan Permusyawaratan Desa unsur Masyarakat secara partisipatif guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah sistem pengolahan 
pembangunan di desa dan  kawasan pedesaan yang di koordinasi oleh kepala desa. 
Selain itu pelaksanaan pembangunan desa mensyaratkan adanya peran aktif 
masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembagadi tingkat 
Kecamatan dan Kabupaten. Dalam Proses pembangunan desa, pemantauan dan 
evaluasi  terhadap pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan agar arah 
pembangunan desa tidk melenceng dari garis-garis yang telah di tetapkan dalam 
perencanaan pembangunan desa itu sendiri. 
2.6  Pandangan Islam tentang Pembangunan 
 Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. 
Pemikiran pembangunan menurut paradigm Islam diantaranya berasal dari Ibn 
Khaldun dan Syah wali Allah, dua toko Islam yang hidup pada periode waktu 
yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi manusia, 
yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. 
Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keeasaan Allah dan 
kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Karena Islam bersifat 
menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh.  Oleh karena itu, agar 
pembangunan dapat di pandang sebagai ibadah pembangunan harus dilaksanakan 
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berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa pembangunan spiritual dan materi seharusnya tidak dipisahkan, tetapi 
dibangun secara kebersamaan. 
 Pembangunan dalam kerangka Islam di kemukakan pada nilai yang 
melekat dalam Al-quran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk 
kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga 
menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan 
keputusan, dan tujuan pada semua level. 
Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasulullah dan negarawan yang berhasil 
menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya 
telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan: “barang siapa yang hari 
ini lebih baik dari hari kemaren maka ia termasuk orang yang beruntung, barang 
siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemaren maka ia termasuk orang yang 
merugi”. Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah di kemukakan 
di atas juga sudah dibicarakan di dalam Al-quran pada potongan Q.S AR-r’ad:11) 
sebagai berikut: 
 
 َِّنإ ه َّللّٱ  هدا هرهأ ٓاهِذإ هو ۡۗۡمِهِسُفنه ِأب ا هم ْاوُرِ يهُغي ٰىَّت هح ٍمۡوهقِب ا هم ُرِ يهُغي هلَ ُ َّللّٱ  اٗءٓوُس ٖمۡوهقِب
 ُههل َّد هر هم هلَهف ۥ  ن ِ م مُههل ا هم هوِۦِهنُود  ٍلا هو نِم١١  
 
Artinya: Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
(bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(potongan Q.S Ar-Ra’d;11) 
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 Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum(bangsa) ingin berubah maka 
kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaiamana kaum ini dapat 
mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka 
lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi 
2.7  Penelitian Terdahulu 
Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang di  gunakan dengan 
hasil penelitian  yang telah dilakukan orang lain yang menunjang atau untuk 
memperkuat yaitu berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh: 
NO  Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 
1.  Rozza Darma 
Putra 
(2014) 
Analisis Penyusunan 
Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah  
desa, Kecamatan 
Kundur Barat 
Kabupaten Karimun 
bahwa di kategorikan setuju, 
perbandingan dengan 
penelitian ini adalah dimana 
penelititian ini lebih 
membahas tentang Analisis 
penyusunan RPJMDes 
Yang telah di bahas 
dalam penelitian ini 
adalah penulis lebih 
menekankan kepada 
Analisis 
penyusunan 
RPJMDes 
2.  Bambang 
Suherman, 
(2013) 
Analisis Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur di 
Daerah Pesisir Studi 
Kasus; Desa Kubu 1, 
Kecamatan Pekaitan, 
Kabupaten Rokan 
Hilir Tahun 2013 
pelaksanaan Pembangunan di 
desa Kubu kurang baik 
dengan kisaran 67,13% dan 
upaya yang dilakukan oleh 
aparat desa dalam 
melaksanakan pembangunan 
Infrastruktur Di Desa Kubu 1 
yaitu dengan membuat 
proposal pembangunan 
kepada pihak Kabupaten dan 
pihak swadaya masyarakat 
untuk membantu pelaksanaan 
pembangunan di desa Kubu 1 
agar pembangunan di desa 
Kubu 1 bisa terlaksana sesuai 
dengan perencanaan 
Pembangunan yang di 
dambakan oleh masyarakat 
Kubu 1. 
Yang telah di bahas 
dalam penelitian ini 
adalah penulis lebih 
menekankan kepada 
analisis pelaksanaan 
pembangunan Desa 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
  
 
 
2.8  Definisi Konsep 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah–istilah yang digunakan 
dan memudahkan dalam menganalisa data agar permasalahan tidak menjadi 
kabur, maka diperlukan definisi konsep.Menurut Singarimbun dan Sofian Efendi, 
definisi konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara 
abstrak dari suatu fenomena sosial atau alami. Pentingnya definisi konsep 
ditegaskan pula lebih lanjut oleh Kuntjaraningrat, definisi konsep merupakan 
definisi yang perlu diamati, karena konsep menentukan adanya hubungan emperis. 
Dari uraian diatas, maka penulis menguraikan definisi dalam penelitian ini, 
sebagai berikut: 
1. Perencanaan adalah penyusunan program kegiatan atau program kerjadan 
target sasaran yang ingin dicapai dan penetapan jadwal pelaksanaan 
program kegiatan atau program kerja yang mengatur pelaksanaan 
pembangunan, di Desa Bandurpicak  Kec. Koto Kampar Hulu Kab. 
Kampar 
2.  Otonomi Desa adalah kewenangan pemerintah Desa yang bersifat murni, 
berupa hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan 
berdasarkan nilai-nilai budaya (kebiasaan, norma-norma dan aturan) 
yang tumbuh dan berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. 
3.  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam mempunyai wilayah 
dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta 
berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dalam 
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penelitian ini adalah Desa Bandurpicak Kec. Koto Kampar Hulu Kab. 
Kampar 
4.  Pembangunan Desa adalah suatu tugas yang merupakan tanggung jawab 
pemerintah kepenghuluan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan Desa Bandurpicak  dan dilaksanakan dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara bertahap dan 
berkesinambungan 
2.9  Konsep Operasional 
No Referensi Indikator Sub. Indikator 
1.  Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa.  
1. Pembangunan 
 
 
 
 
 
 
2. Pembinaan 
Kemasyarakatan 
 
 
 
 
 
 
 
3. Operasional 
Pemerintah Desa 
 
 
- Pelayanan Dasar 
Infrastruktur  
- Program Kebutuhan 
Primer Papan 
- Program Pelayanan 
Pendidikan 
 
- Meningkatkan Kinerja 
LPM 
- Meningkatkan Kinerja 
Hansip 
- Meningkatkan kesehatan 
ibmu dan anak 
- Menunjang Kegiatan 
Keagamaan 
 
- Musyawah Desa 
- Bimbingan/ Pelatihan  
- Perjalanan Dinas 
- Rapat Rutin 
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4. Pelayanan Dasar 
Kesehatan 
Pemerintahan 
 
- Tenaga Kesehatan 
- Transportasi Umum 
(Ambulan) 
- Puskesmas 
2.10 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peraturan Pemerintah RI No 43 Tahun 2014 
Tentang Desa 
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
Program Pembangunan Desa Bandur Picak 
Tahun 2015-2018 
Pelaksanaan pembangunan yang sesuai 
dengan aspirasi Masyarakat 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 . Lokasi 
Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di Desa Bandurpicak., alasan 
peneliti memilih desa Bandur picak ini karena merupakan  salah satu desa 
yang berada di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, 
Provinsi Riau yang memiliki potensi-potensi yang sangat besar, dan dengan 
diadakannya penelitian ini, Peneliti berharap bisa berpartissipasi dalam 
pelaksanaan Program Pembangunan berjalan dengan semestinya .  
3.2 . Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilaukan peniliti adalah kualitatif bersifat deskriptif 
bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktural 
dan akurat tentang Pelaksanaan Program pembangunan desa di Desa Bandurpicak  
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 
3.3 Sumber Data 
a. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran 
questioner dengan responden tentang pendapatnya atau tenggapanya yang 
berkaitan dengan faktor-faktor yang memperngaruhi keberhasilan atas 
pembangunan dan keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan tersebut. 
Dimana peneliti terjun langsung kelapangan dan mencari data koresponden. 
b. Data sekunder 
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Yaitu data yang sudah di publikasikan , diolah oleh instansi yang 
terkait atau data yang di peroleh melalui media yang sifatnya melengkapi 
data primer seperti literature, jumlah ilmiah, Koran, dan majalah yang erat 
kaitannya dengan penelitian ini.  Data yang dibutuhkan peneliti dalam 
penelitian ini antara lain: 
a. Jumlah penduduk. 
b. Struktur organisasi. 
c. Luas wilayah. 
d. Mata Pencarian. 
3.4. Teknik pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam 
penelitian sebagai berikut: 
a. Observasi 
Yaitu pengamatan langsung pada Kantor Desa Bandur Picak 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang 
berkaitan dengan Analisis Pelaksanaa Program Pembangunan di Desa 
Bandur Picak Tahun 2015-2018. 
b. Interview 
Yaitu wawancara secara langsung tentang pelaksanaan program a 
Pembangunan di desa Bandur Picak, Adapun yang di wawancara adalah 
Pemerintahan Desa,  Yang berkaitan dengan Analisis Pelaksanaan 
Program Pembangunan Desa Bandur Picak Tahun 2015-2018. 
 
29 
  
 
 
3.5.Informan Peneliti 
Seluruh populasi dalam penelitian ini dipilih sepagai simple peneliti 
(teknik sensus). Adapun yang meliputi responden dalam peneliti ini adalah 
seluruh pihak yang terlihat dalam penyusunan pelaksanaan program pembangunan 
di Desa Bandur Picak. 
Tabel 3.1  
Informan Peneliti 
 
No Nama Responden Jumlah 
1 Kepala Desa 1 1 
2 Sekretaris Desa 1 1 
3 Ketua BPD 2 2 
4 Ketua LPMD 1 1 
5 Kepala Dusun 1 1 
6 Ketua RW 
Sidel 
Bustami 
1. Bustami 
3 3 
7 Ketua RT 
1. Aidi Zamri 
2. Yuzar Wahdi 
3. Arjun 
3 3 
8 Masyarakat 4 4 
Total 16 
Sumber: Kantor Desa Bandur |Picak Tahun 2019 
3.6. Metode Analisa 
Untuk mengetahui data yang di peroleh maka penulis menggunakan 
analisa deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan 
pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang di peroleh dari wawancara 
langsung, observasi, kuesioner, dengan cara mengorganisasi data membuat 
kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang 
berperan selaku pendukung yang lain sejarah ringkas desa, struktur organisasi, 
data lain yang berhubungan dengan penelitian. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Gambaran umum Desa Bandur Picak  
4.1. Kondisi Desa 
 a. Demografi 
  Desa Bandur picak terletak di dalam wilayah kecamatan Koto   
Kampar hulu  Kabupaten Kampar  Provinsi riau yang berbatasan dengan:  
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Pendalian,  
- sebelah Timur berbatsan dengan Kec. Tandun,  
- sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibiruang,  
- sebelah Barat berbatasan dengan Kec.kapur IX provins Sumatra Barat. 
Luas wilayah Desa bandura Picak adalah 20500 KM dimana  45% 
berupa daratan yang bertopografi berbukit bukit, dan 55% daratan 
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti, tanaman palawija, perkebunan 
gambir, jeruk, kakao, karet dan kelapa sawit. Iklim Desa Bandur Picak ini sama 
seperti Desa-Desa lain wilayah Indonesia mempunyai iklim penghujan, 
pancaroba dan kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap 
pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Bandur Picak Kecamatan 
Koto Kampar Hulu. 
- Pemukiman  :192 Ha 
- Pertanian  :25 Ha 
- Ladang/Tegalan :100 Ha 
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- Hutan    :6834 Km 
- Rawa-rawa  :10 Ha 
- Perkantoran  : 2 Ha 
- Sekolah  :5 Ha 
- Jalan   :15 Km 
- Lapangan Sepak bola : 2 tempat 
Jumlah penduduk yang ada di Desa Bandur Picak berdasarkan jenis 
kelaminnya : 
- Kepala keluarga :771 KK 
- Laki-laki  :1461 Orang 
- Perempuan  :1384 Orang 
 
b. Keadaan Sosial 
Tabel 4.1 Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Bandur Picak secara Garis 
Besar adalah: 
Prasejahtera SD SLTP SLTA Sarjana 
D2 D3 S1 S2 
251 Org 1317org 400 
org 
241 
org 
13 
org 
26 
org 
25 
org 
2 org 
Sumber kantor Desa Bandur Picak 2019 
Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bandur picak secara garis besar 
adalah : 
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Tabel 4.2  
Sarana dan Prasarana Desa Desa 
No Sarana / Prasarana Jumlah  / Volume Keterangan 
1 Kantor Desa  1 Unit Baik 
2 Gedung UED SP 1 unit Kurang baik/ pinjam 
3 Los pasar 6 unit Kurang banyak 
4 Gedung serbaguna 1 unit Baik 
5 Puskesmas 
Pembantu 
1 unit Baik 
6 Masjid 3 unit Terbengkalai 
7 Mushola 8 unit Kurang Baik 
8 Taman Kanak-
kanak 
2 unit Baik, tapi kurang lengkap 
9 SD Negeri 3 unit Kurang Baik 
10 SMP Negeri 1 unit Baik 
11 Pondok Pesantren 1 unit Baik 
12 Sungai 2 Tempat Baik 
13 Jalan Tanah 8 Km Kurang baik 
14 Jalan Usaha Tani 20 KM Buruk 
Sumber kantor Desa Bandur Picak 2019 
 
c. Keadaan Ekonomi 
1. Pertanian 
- Padi  sawah    :25 Ha 
- Padi Ladang    :100 Ha 
- Palawija    :3 Ha 
- Coklat    :35 Ha 
- Kelapa sawit pola KKPA  :1000 Ha 
- Kebun Kelapa sawit   :850 Ha 
- karet     :1200Ha 
- Cabe     :3 Ha 
- Gambir    : 40 Ha 
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2.  Peternakan 
- Kambing    :125 ekor 
- Sapi     :110 ekor 
- Kerbau    :25 ekor 
- Ayam    :800 ekor 
- Itik     :120 ekor 
- Burung    : 27 ekor 
4.2. Kondisi Pemerintahan Desa 
a. Lembaga Pemerintah 
- Kepala Desa    :1 Orang 
- Sekretaris Desa   :1 Orang 
- perangkat Desa   :5 orang 
- BPD     :9 orang 
b. Lembaga Kemasyarakatan 
- LPM     :13 orang 
- PKK     :6 kelompok 
-Posyandu    :3 Kelompok 
-pengajian    :10 kelompok 
-simpan Pinjam   :10 Kelompok 
-Kelompok Tani   :25 Kelompok 
-Arisan    :6 kelompok 
-Pengurus pemuda   :6 Kelompok 
-Ormas/LSM    :1 Orangs 
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c. Pembagian wilayah Desa 
 Pembagian wilayah Desa Bandur Picak dibagi menjadi  IV (empat) 
dusun, pada tahun 2013 dusun III di bagi menjadi dua yaitu dusun V, 
sehingga wilayah desa bandura picak menjadi V dusun dan masing-masing 
tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang 
mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada 
di dusun IV (empat) setiap dusun di pimpin oleh seorang kepala dusun yang 
di bantu oleh Ketua RW RT.s 
Nama dusun: 
-Dusun 1 : jumlah 5 RT 2 RW 
-Dusun 2 : Jumlah 7 RT 2 RW 
-Dusun 3 : Jumlah 6 RT 2 RW 
-Dusun 4: Jumlah 6 RT 2 RW 
-Dusun 5: Jumlah 6 RT 2 RW 
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pelaksanaan program  
Pembangunan Tahun 2015-2018, Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar 
Hulu Kabupaten Kampar, pelaksanaan pembangunan umumnya berjalan baik 
namun belum optimal contohnya Pembangunan sarana dan prasarana  untuk 
pemenuhan kebutuhan desa belum terlaksana, hal ini dibuktikan dengan tidak 
adanya pembangunan aksesibilitas fisik ( pengaaspalan ) seperti pembangunan 
jalan, jembatan gantung di Desa Bandur Picak, Selain itu dari segi energi,  belum 
adanya program pengadaan penerangan lampu jalan, Peningkatan kualitas 
pendidikan dan kebudayaan di desa Bandur Picak juga belum optimal karena 
masih kurangnya ruang belajar MDA, PAUD, sekolah. Dan berdasarkan dalam 
menjalankan operasional pemerintihan desa masih membutuhkan pelatihan- 
peatihan dalam melaksanakan tugasnya 
Pembinaan kemasyarakatan di Desa Bandur Picak sudah dilaksanakan 
dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan, ini 
dapat dilihat dari peningkatan kinerja LPM, pelaksaan wirid atau pengajian yang 
diadakan setiap minggunya di Desa Bandur Picak. 
Pelaksanaan operasional pemerintah Desa sudah terealisasi dengan baik 
dilihat Dalam perumususan rencana program kerja di Desa Bandur Picak diadakan 
musyawarah Desa terlebih dahulu dan mengikut sertakan masyarakat contohnya 
Dalam perumususan rencana program kerja di Desa Bandur Picak. 
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Peningkatan kualitas untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Desa 
Bandur Picak adalah baik karena telah terdapatnya sarana prasrana kesehatan 
dasar seperti posyandu yang peningkatan dan pengembangannya dilakukan setiap 
tahun sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 
khususnyaibu-ibu dan anak-anak.  
Berdasarkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan 
desa di desa Bandur Picak terdapat empat faktor yang menghambat yaitu 
kepemimpinan Kepala Desa yang kurang mengayomi masyarakat untuk terlibat 
dan aktif mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya agar 
program yang di jalankan tepat sasaran. Selain itu, Kepala Desa seharusnya 
mengusai bidang-bidang pembangunan yang perlu ditingkatkan dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat, karena masih terdapat beberapa program dasar. 
Partisipasi masyarakat di Desa Bandur Picak dapat di katakana kurang 
aktif, hal ini di buktikan dengan kurang berperannya masyarakat dalam rapat dan 
kegiatan pembangunan, masyarakat juga kurang mengetahui program-program 
yang dijalakan, akhirnya kurangnya kontrol pengawasan dan evaluasi program 
hanya di ketahui aparatur desa saja. 
Ketersediaan dna desa yang tidak dikelola secara efisien juga menjadi 
faktor penghambat. Dana desa yang tersedia di alokasikan pada program-program 
pembangunan fisik yang cukup besar, namun dalam pengelolaannya yang kurang 
tepat akan menyebabkan kekurangan dana pada program yang berjalan sehingga 
program lain terpaksa ditunda. Dalam menyikapi masalah ini sebaiknya aparatur 
desa bersama masyarakat sama-sama merumuskan rencana pengelolaan dana 
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secara matang dn terealisitis agar mendapatkan gambaran penggunaan dana yang 
tepat. 
Hubungan dengan pemerintah daerah yang kurang koordinasi dapat 
menghambat pembangunan. Karena melalui koordinasi yang baik, pemerintah 
daerah dapat melakukan pengambiln kebijakan yang tepat jika memang desa 
membutuhkan bantuan. Selain itu, kurangnya koordinasi secara administrasi 
seperti mengundang pemerintah daerah dan melibatkannya dalam perencanaan 
hingga pelaksanaan pembangunan akan memberikan gagasan dan bantuan. 
6.2 Saran 
Pelaksanaan  Ppembangunan desa di Desa Bandur Picak masih kurang 
maksimal, dikarenakan beberapa aspek yang belum berjalan dengan baik. 
Sehingga pertlu adanya upaya-upaya dari kedua pihak baik pemerintah desa 
maupun masyarakat  dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa 
Bandurpicak, karena tujuan dari pelaksanaan program pembangunan desa salah 
satunya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu contoh yang perlu 
di jalankan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat 
dalam program swadaya untuk menambah pengetahuan masyarakat, misalnya 
dengan mengadakan sosialisasi pentingnya program pertanian karena mayoritas 
masyarakat Desa Bandur Picak adalah petani, selain itu diadakannya pelatihan dan 
training untuk masyarakat dalam pengetahuan penanggulangan bencana walaupun 
Desa Bandur Picak tidak memiliki historis kejadian bencana hebat namun 
antisipasi tetap perlu dilakukan. Disamping itu pemerintah desa juga harus 
mampu menjalankan kepemimpinan sesuai karakternya masyarakatnya. Dengan 
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demikian, akan terjalin adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam 
pelaksanaan program pembangunan Desa. 
Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya 
pelaksanaan pembangunan desa di Bandur picak, disarankan kepada pemerintah 
desa agar lebih mengevaluasi dan mengkomunikasikan program pembangunan 
desa sehingga masyarakat mengetahui proses dan hasil yang telah di capai. 
Disamping itu, perlu pula diadakan pembinaan terhadap masayarakat sesuai 
kebutuhan masyarakat saat ini, misalnya pembangunan usaha dan pendukung skil 
bertani hal ini dilakukan agar masyarakat lebih aktif dalam segala hal yang 
menyangkut program pembangunan desa yang tepat sasaran pada kebutuhan 
masyarakat sehingga masyarakat ke depannya dapat berpartisipasi berupa materil 
dimana komponen ini yang sebelumnya kurang bisa diberikan oleh masyarakat 
sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat diakelerasi dengan cepat dengan 
adanya turun tangan dari masyarakat. 
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Peraturan Undang-undang  
 
Undang- undang Republik  Indonesia Nomor #2 Tahun 2004 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang  desa 
 
Undang- undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan 
nasional dalam pasal 9 nomor 2Ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah  Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020 
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LAMPIRAN  
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 
                 Wawancara Dengan Kepala Desa  Bapak Tamsil 
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         Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Firman 
 
 
Wawancara dengan Kaur Pembangunan Ibu Hayatul Rohmaini 
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Wawancara de4ngan Kaur Keuangan Bapak ZulFadly 
 
Wawancara dengan Kaur Pemerintahan Bapak memon Riadi 
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Wawancara dengan Kaur Kesra 
 
Wawancara dengan Kepala Dusun II Bapak Zahwir 
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Wawancara Dengan Ketua RT  Bapak Aidi Zamri 
 
 
Wawancara dengan salah satu Masyarakat Desa Bandur Picak 
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2. DOKUMENTASI PEMBANGUNAN 
 
Jalan setapak dusun 2 bandur Picak thn 2015 
 
 
Pembuatan parit dusun 1 Bandur Picak 2016 
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Rehabilitasi Taman Kanak Kanak Nurul Islam Bandur picak 2016 
 
Jalan setapak dusun III Bandur Picak thn 2017 
 
70 
  
 
 
 
Rehabilitasi MDA Bandur picak 2017 
 
 
Pembangunan Sarana Olahraga thn 2018 
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Pembangunan Pembatas Desa thn 2018 
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